MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN

Menimbang

IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kepastian berusaha dan
meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor produk
tertentu, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun
2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;



Mengingat

1.,

D

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the
World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan
Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6140);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 471);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);



Menetapkan :

Qe

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1553) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 471) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25
Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
31 Desember 2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1730

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

“ Kepala Biro Hukum,

=

SRI HARIYATI
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